
 
BERITA DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 22                    Tahun 2021 

 

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 22 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 114 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020; 

  b. bahwa menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi 

khusus Non Fisik dana pelayanan kepariwisataan, Surat 

Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2805/keuda 

tanggal 20 April perihal hasil inventarisasi dan pemetaan 

(Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur 

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait 

DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan TA.2021, Surat 

edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 440/2757/keuda 

tanggal 19 April perihal hasli pemetaan (Mapping) dan 

pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/4241/2021, Surat Kepala Badan 

Keuangan dan Aset Daerah nomor 900/1391 tanggal 29 April 

Perihal penambahan Anggaran terkait tindak lanjut laporan 

pemeriksaan BPK RI, Surat Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah Wonosari Nomor 900/1982/2021 tanggal 22 April 

2021 tentang permohonan penyesuaian kode rekening 

belanja, Surat Kepala DPUPRKP Nomor 900/263.b tanggal 29 

April terkait permohonan penambahan anggaran, Surat 

Kepala DPUPRKP Nomor 900/266 tanggal 30 April terkait 



permohonan penambahan anggaran, sehingga Peraturan 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005                                       

Tentang   Dana   Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan   Keuangan   Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa  

Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan Dampaknya; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul  Tahun 2020 Nomor 15); 

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 114). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  NOMOR  114 TAHUN 

2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 

114) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 



Pasal 12 

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 

Rp2.063.208.126.645,00 yang terdiri atas: 

a. Belanja Operasional; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a direncanakan sebesar Rp1.497.703.416.134,14 yang terdiri 

atas: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja hibah; dan 

d. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp875.761.278.594,14 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp561.641.184.332,00 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp37.323.181.208,00 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp22.977.772.000,00. 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp875.761.278.594,14 yang 

terdiri atas: 

a. Gaji dan tunjangan; 

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; 

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 

Lainnya ASN; 

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; 

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; 

dan 

g. Belanja Pegawai BLUD. 

(2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp585.780.736.175,14 



(3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud    pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp69.022.450.000,00 

(4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 

Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 

Rp194.611.849.265,00 

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.837.809.706,00 

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp198.588.448,00 

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp852.000.000,00 

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp5.457.845.000,00. 

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp585.780.736.175,14yang terdiri atas: 

a. Belanja Gaji Pokok ASN; 

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN; 

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN; 

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN; 

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN; 

f. Belanja Tunjangan Beras ASN; 

g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN; 

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN; 

i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN; 

j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; 

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan 

l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan 

Rakyat ASN. 

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp442.105.466.179,44 

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.925.275.397,00 

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.445.298.290,00 

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.042.854.378,00 

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.392.433.373,00 



(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp24.200.904.881,04 

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 

Rp3.271.448.484,72 

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h direncanakan sebesar Rp7.370.535,94 

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud   

pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.937.376.161,00 

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar 

Rp1.182.837.600,00 

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud   pada 

ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.963.163.000,00 

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar 

Rp2.306.307.895,00. 

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp69.022.450.000,00 yang terdiri atas: 

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp0; 

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar 

Rp69.022.450.000,00. 

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp194.611.849.265,00 yang terdiri atas: 

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar 

Rp1.892.071.312,00; 

b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar 

Rp922.505.953,00; 

c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar 

Rp190.196.047.000,00; 

d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar 

Rp921.000.000,00; 

e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp315.775.000,00; 

f. Belanja Honorarium sebesar Rp338.200.000,00; 

g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp26.250.000,00. 

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 



Pasal 21 

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14   ayat (8) 

direncanakan sebesar Rp5.457.845.000,00. 

8. Ketentuan Pasal 21A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21A 

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp561.641.184.332,00 yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Barang; 

b. Belanja Jasa; 

c. Belanja Pemeliharaan; 

d. Belanja Perjalanan Dinas; 

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; 

f. Belanja Barang dan Jasa BOS; 

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hurur a 

direncanakan sebesar Rp82.621.211.679,00. 

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp251.367.581.352,00. 

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp27.223.752.934,00. 

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp41.041.376.663,00. 

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp6.675.915.000,00. 

(7) Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp48.333.320.570,00. 

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

huruf g direncanakan sebesar Rp104.378.026.134,00. 

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

(1) Belanja Modal sebagimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b 

direncanakan sebesar Rp248.050.446.663,00 yang terdiri dari: 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;  

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; 

f. Belanja Modal Aset lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp2.882.583.000,00 



(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.038.173.270,00 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.197.873.730,00 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.336.587.201,00 

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.530.229.462,00 

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp65.000.000,00. 

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 24 

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp86.038.173.270,00 yang 

terdiri dari; 

a. Belanja Modal Alat Besar; 

b. Belanja Modal Alat Angkutan; 

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; 

d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; 

e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar; 

f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; 

g. Belanja Modal Alat Laboratorium; 

h. Belanja Modal Komputer; 

i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian; 

j. Belanja Modal alat Keselamatan Kerja; 

k. Belanja Modal Alat Peraga; 

l. Belanja Modal Rambu-Rambu; 

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; 

n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. 

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 

huruf a direncanakan sebesar Rp3.807.000.000,00 

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 

huruf b direncanakan sebesar Rp3.087.515.000,00 

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp233.170.000,00 

(5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar 

Rp6.342.540.730,00 

(6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 24 huruf e direncanakan sebesar 

Rp371.293.000,00 

(7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 24 huruf f direncanakan sebesar 

Rp26.661.522.614,00 

(8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 

24 huruf g direncanakan sebesar Rp3.103.085.326,00 



(9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf 

h direncanakan sebesar Rp6.156.448.800,00 

(10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf i direncanakan sebesar 

Rp64.295.000,00 

(11) Belanja Modal alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada 

pasal 24 huruf j direncanakan sebesar Rp500.525.000,00 

(12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 

huruf k direncanakan sebesar Rp12.062.534.000,00 

(13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 

huruf l direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 

(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaiman pada pasal 24 

huruf m direncanakan sebesar Rp21.163.502.050,00 

(15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaiman pada pasal 24 

huruf n direncanakan sebesar Rp2.474.741.750,00. 

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c 

direncanakan sebesar Rp27.699.950.697,86. 

Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul. 

 

        Ditetapkan di Wonosari 

        pada tanggal 3 Mei 2021 

        BUPATI GUNUNGKIDUL, 

              ttd 

            SUNARYANTA 

Diundangkan di Wonosari 

pada tanggal 3 Mei 2021 

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

  ttd 

   DRAJAD RUSWANDONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 22       
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